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MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

 
Membaca Surat Plt Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup 
 Republik Indonesia tanggal , 13 Maret 2003 Nomor : 
 B/144/SES/LH/03/2003 tentang Pengusulan Pengangkatan 
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkun 
 gan Hidup. 
 
Menimbang  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 
   Nomor 8 Tahuti 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
   diatur mengenai pemberian wewenang penyidikan 
   kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada 
   instansi/Departemen; 
 
  b. bahwa pejabat-pejabat yang diusulkan oleh 
   Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut 
   dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat 
   sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Namor 8 Tahun 1981 Tetang Hukum 
   Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 
   76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 
 
                                          2.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelo- 
                                                    laan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 
                                                    Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ); 
 
                                          3.       Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27  
                                                    Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang  
                                                    Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tabun 1983  
                                                    Nomor 36,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 
 
                                          4.        Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
                                                     Nomor : M.18 PW.07.03 Tahun 1993 tanggal 15 September  
                                                    1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan  
                                                     dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; 
 
                                          5.        Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
                                                     Nomor : M.2528-KP.04.11 Tahun 1989 tanggal 27 Nopember  
                                                    1989 Tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri  
                                                     Kehakiman Menandatangani Keputusan Pengangkatan,  
                                                     Pemindahan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai  
                                                     Negeri Sipil. 
 



Memperhatikan 1. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 31        
                                                Maret  2003 Nomor : B- 200/E./Ejp/03/2003; 
 
 2. Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
  tanggal 15 A p r i 1 2 0 03 Nomor : 
  B/1011/IV/2002/Bareskrim. 
 
   M E M U T U S K A N 
 
Menetapkan  : 
 
PERTAMA                 : Mengangkat Pejabat yang namanya tersebut dalam lajur    
     
 2 sebagai Penyidik pegawai   Negeri Sipil dalam Lingkungan   
 Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk wilayah kerja  
 tersebut dalam lajur 5 dari lampiran keputusan ini. 
 
KEDUA                      :  Keputusart ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan  
 ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
 dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. 
 
 PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  berkepentingan   
                   untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 
                                                                       Ditetapkan di Jakarta 
                         pada tanggal 28 Mei 2003 
 

a.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA 
DIREKTUR JENDERAL 

ADMINISTRASI HUKUM UMUM 
 

ZULKARNAIN YUNUS, SH.MH 
                                                                          NIP.; 040034478 
 
 
 
 
 
 
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 
 
1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; 
2. Jaksa Agung Republik Indonesia; 
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia; 
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 
5. Pertinggal 
 



Lampiran: 
 

 
 

 
 



 

 
 



 


